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i Laporan Kinerja Triwulan III Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan  Anak,
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan

karunia  Nya  maka  Laporan  Kinerja  (LKj)  Sekretaris  Triwulan  III  Tahun  2025 dapat

diselesaikan tepat waktu.  Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari  Sistem Akuntabilitas

Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  tata

kepemerintahan yang baik (good governance),mendorong peningkatan pelayanan publik dan

mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan

akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa

Sekretaris mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi

yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat

keberhasilan  capaian  kinerja  secara  berkala dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  fungsi  dan

kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai  bentuk pertanggungjawaban

kinerja.  Sebagai  media  akuntabilitas  kinerja,  melalui  laporan  ini  dapat  diketahui  tingkat

efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telahditetapkan.

 

Pekalongan,  9 Oktober 2025
Ditanda tangani secara elektronik oleh:

Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

${ttd1}

TRI NURTIYASIH S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I

NIP. 197502191999032003
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor  80 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat,  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.   Sekretaris,  mempunyai  tugas

menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian

rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi

keuangan.

Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  Sekretaris menyelengggarakan

fungsi,sebagai berikut :

1. Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;

2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;

3. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;

4. Pengkoordinasian  penyusunan  laporan  dan  evaluasi  capaian  kinerja,  sasaran,

program dan kegiatan;

5. Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,bahan kerjasama, sarana

prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;

6. Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;

7. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

8. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

9. Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional

prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);

10. Pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja (abk) dan

evaluasi jabatan (evjab);

11. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan

fungsinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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B. Struktur Jabatan

Struktur  organisasi  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan

Perlindungan Anak,  berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan

Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi  yang  lebih  tinggi  kepada  pimpinan  instansi  yang  lebih  rendah  untuk

melaksanakan  porgram  /  kegiatan  yang  disertai  dengan  indikator  kinerja.  Melalui

perjanjian  kinerja,  terwujudlah  komitmen  penerima  amanah  dan  kesepakatan  antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan

wewenang serta sumberdaya yang tersedia. 

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Tahun 2025

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tercapainya

ketersediaan 
laporan capaian 
kinerja

Persentase 
ketersediaan laporan
capaian kinerja

100
persen

Formulasi : Persentase capaian 
kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah + Persentase 
capaian kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah dibagi 
2
Tipe capaian : Semakin tinggi 
semakin baik
Sumber data : DPMPPA

2 Tercapainya 
ketersediaan 
layanan 
administrasi 
kepegawaian, 
administrasi umum 
dan jasa penunjang 
urusan pemerintah 
daerah

Persentase 
ketersediaan 
layanan administrasi
kepegawaian, 
administrasi umum 
dan jasa penunjang 
urusan pemerintah 
daerah

100
persen

Formulasi : Persentase capaian 
kegiatan Adminitrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah + Persentase 
capaian kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah + 
Persentase capaian kegiatan 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah dibagi 3
Tipe capaian : Semakin tinggi 
semakin baik
Sumber data : DPMPPA

3 Tercapainya 
pengadaan/pemelih
araan barang milik 
daerah

Persentase 
pengadaan/pemeliha
raan barang milik 
daerah

100
persen

Formulasi : Persentase capaian 
kegiatan Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah + Persentase 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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4 Laporan Kinerja Triwulan III Sekretaris
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No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)
capaian kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah dibagi
1
Tipe capaian : Semakin tinggi 
semakin baik
Sumber data : DPMPPA

B.

Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp                   17.364.000,00 APBD

2 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

Rp               2.757.716.000,00 APBD

3 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Rp                      3.650.000,00 APBD

4 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Rp                  165.169.000,00 APBD

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Rp                  272.620.000,00 APBD

6  Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Rp                  118.996.000,00 APBD

Jumlah Rp               3.335.515.000,00

B. Capaian Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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5 Laporan Kinerja Triwulan III Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan  Anak, Tahun2025

Pengukuran  capaian  kinerja  Sekretaris  Triwulan  III  Tahun  2025 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila  semakin  tinggi  realisasi  menunjukkan  semakin  tingginya  kinerja  atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

2. Apabila  semakin  tinggi  realisasi  menunjukkan  semakin  rendahnya  kinerja  atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 

Penilaian  capaian  kinerja  untuk  setiap  indikator  kinerja  sasaran  sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran

dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90 Tinggi / Berhasil
65.1 s.d.  75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0 s.d.  50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Capaian Indikator Kinerja =     x 100%

Efisiensi = ( 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel

2.3dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Triwulan III Tahun 2025

Dari tabel  diatas dapat  dilihat bahwa rata-rata  capaian kinerja  Sekretaris  adalah sebesar

114,96% dengan  kategori  "Sangat Berhasil”.

Upaya  yang  dilakukan  guna  mendukung  capaian  kinerja  pada  Triwulan  selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait;

2. Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  secara

berkala.

C. CapaianAnggaran

Dalam rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran  organisasi  telah  didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :

N
o

Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan
Target

Tahunan

Target
s.d.Triwulan

III

Realisasis.d.
Triwulan III

%
Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tercapainya

ketersediaan laporan capaian 
kinerja

Persentase ketersediaan 
laporan capaian kinerja persen 100 77,50 77,50 100

2 Tercapainya ketersediaan 
layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang 
urusan pemerintah daerah

Persentase ketersediaan 
layanan administrasi 
kepegawaian, 
administrasi umum dan 
jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah

persen 100 46,31 46,85 101,17

3 Tercapainya pengadaan / 
pemeliharaan barang milik 
daerah

Persentase pengadaan / 
pemeliharaan barang 
milik daerah

persen 100 45,35 65,18 143,73

  Rata-rata capaiankinerja 114,96

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No Kegiatan
Pagu Anggaran

(Rp)

Pagu
Perubahan

(Rp)

Target
s.d.Triwulan III

Realisasi s.d.
Triwulan III

%
Capaian
{(5)/(4)*

100}

1 2 3 4 5 6 7
1 Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

20.762.000 17.364.000 14.725.000 9.283.900 48,12

2 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 2.767.072.000 2.764.716.000 2.575.256.000 1.902.851.643 68,83

3 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 3.650.000

- - - -

4 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 207.455.000 165.169.000 158.104.500 128.748.347 83,99

5 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 270.268.000

272.620.000 200.091.000 178.288.547 60.73

6 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

621.750.000 118.996.000 99.366.000 97.977.500 80,47

  Jumlah 3.890.957.000 3.338.865.000 3.047.542.500 2.317.149.937 76,03

  Rata-rata capaian 68,43

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa  persentase realisasi penggunaan anggaran

adalah sebesar  76,03  %, dengan  rata-rata realisasi  anggaran pada Triwulan III  adalah

sebesar 68,43 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja  pada

Triwulan III sebesar 114,96 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar

68 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Terdapat  kegiatan  yang  secara  fisik   dilaksanakan  dan  selesai  di  akhir  bulan  /

triwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat dilaksanakan di bulan /

triwulan berikutnya;

2. Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  pengukuran  capaian  kinerja  dan  capaian  anggaran  diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 114,96%, sedangkan realisasi

anggaran sebesar 76,03 %, makaterdapatefisiensipenggunaansumberdayasebesar68 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  yang  dapat  direkomendasikan  untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Triwulan III Tahun

2025 adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras dan

relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan

dicapai;

2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

${ttd2}

SRIYANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 196807091990031008

Pekalongan,  9 Oktober 2025
Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

${ttd1}

TRI NURTIYASIH S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I

NIP. 197502191999032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan  

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2024 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kepala UPTD 

PPA ” mempunyai tugas : 

1) Menyusun Program kerja UPTD PPA 

2) Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan 

layanan pada UPTD PPA; 

3) Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;  

4) Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai  dalam  lingkungan 

UPTD PPA; 

5) Melaksanakan administrasi UPTD PPA; 

6) Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

 

B. Struktur Jabatan 

Struktur organisasi jabatan “Kepala UPTD PPA” sebagaimana gambar 

1.1 dibawah ini : 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 
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BAB II 
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

A. Perjanjian Kinerja  

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Adapun perjanjian kinerja perubahan “Kepala UPTD PPA” Tahun 2025 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala UPTD PPA 

Tahun 2025 
 
 

NO SASARAN KINERJA 
INDIKATOR  

KINERJA 
TARGET KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sasaran Kegiatan : 

1 Tercapainya Penyediaan 
Layanan Rujukan Lanjutan 
bagi Perempuan Korban 
Kekerasan yang 
Memerlukan Koordinasi 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota  

Persentase 
korban 
kekerasan 
perempuan 
yang terlayani 

100 
persen 

Formulasi : (Jumlah 
perempuan korban 
kekerasan yang ditangani/ 
jumlah kasus kekerasan 
pada perempuan yang 
masuk ke UPTD PPA) x 
100  
 
Tipe capaian : Semakin tinggi 
semakin baik 
Sumber data : UPTD PPA 
DPMPPA 

2 Tercapainya Penyediaan 
Layanan bagi Anak yang 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus yang Memerlukan 
Koordinasi Tingkat Daerah 

Persentase anak 
korban 
kekerasan yang 
ditangani 
instansi terkait 

100 
persen 

Formulasi : (Jumlah anak 
korban kekerasan yang 
ditangani/ jumlah kasus 
kekerasan pada anak yang 
masuk UPTD PPA) x 100 
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NO SASARAN KINERJA 
INDIKATOR  

KINERJA 
TARGET KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Kabupaten/ Kota kabupaten/ 

kota 
 
Tipe capaian : Semakin tinggi 
semakin baik 
Sumber data : UPTD PPA 
DPMPPA 

Sub Kegiatan 

1 Tercapainya Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Penyediaan 
Layanan Rujukan Lanjutan 
bagi Perempuan Korban 
Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten Kota 

Jumlah Layanan 
Tindak Lanjut 
Pengaduan 
yang 
memerlukan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
bagi perempuan 
Korban 
Kekerasan 
Kewenangan 
Kabupaten. 
Kota  

65 
Layanan 

Formulasi : Jumlah Layanan 
Tindak Lanjut Pengaduan 
yang memerlukan 
Sinkronisasi bagi Perempuan 
Korban Kekerasan 
Kewenangan Kabupaten/ 
Kota 
 
Tipe capaian : Semakin tinggi 
semakin baik 
Sumber data : UPTP PPA 
DPMPPA 

2 Tercapainya Koordinasi 
Pelaksana Layanan AMPK 

Jumlah AMPK 
yang 
mendapatkan 
layanan 

65 
Layanan 

Formulasi :Jumlah AMPK 
yang mendapat layanan 
 
Tipe capaian : Semakin tinggi 
semakin baik 
Sumber data : UPTD PPA 
DPMPPA 

    
Sub Kagiatan 

1. Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Penyediaan Layanan 
Rujukan 
Lanjutan bagi Perempuan Korban 
Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota 

2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK  

 
Anggaran                         Keterangan 
            
Rp 55.564.000                  APBD-P                         
 
 
Rp 36.399.000                  APBD-P       

   
B. Capaian Kinerja  

Pengukuran capaian kinerja “Kepala UPTD PPA” Triwulan III Tahun 2025 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator 

kinerja kegiatan. 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus: 
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2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan 

rumus : 

 

 

3. Rumus Efisiensi 

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut : 

 

 

 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai 

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan 

pengukuran dengan skala ordinal yaitu: 

Tabel 2.2 

Pengukuran dengan Skala Ordinal 

Skala Ordinal Predikat / Kategori 
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil 

75.1 s.d. 90 Tinggi / Berhasil 

65.1 s.d.  75 Sedang / Cukup Berhasil 

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil 

0 s.d.  50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil 

Adapun capaian kinerja “Kepala UPTD PPA” Triwulan III Tahun 2025 

sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini : 

Tabel 2.3 
Pengukuran Kinerja “Kepala UPTD PPA” 

Triwulan III Tahun 2025 
 

N
o 

Sub Kegiatan Indikator Kinerja 
  Target 
Tahunan 

Target  
s/d 

Triwula
n III 

Realisa
si 

s/d 
Triwula

n III 

% 
Capaian 

1. Tercapainya 
Penyediaan 
Layanan Rujukan 

Persentase korban 
kekerasan perempuan 
yang terlayani 

100 persen 100 % 100 % 100% 

Capaian Indikator Kinerja =     x 100% 

Capaian Indikator Kinerja =     x 100% 

 

Efisiensi = (  
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Lanjutan bagi 
Perempuan 
Korban Kekerasan 
yang Memerlukan 
Koordinasi 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota  

2. Tercapainya 
Penyediaan 
Layanan bagi Anak 
yang Memerlukan 
Perlindungan 
Khusus yang 
Memerlukan 
Koordinasi Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Persentase anak korban 
kekerasan yang ditangani 
instansi terkait 
kabupaten/ kota 

100 persen 
100 % 100 % 

100% 

3. Tercapainya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Penyediaan 
Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi 
Perempuan 
Korban Kekerasan 
Kewenangan 
Kabupaten Kota 

Jumlah Layanan Tindak 
Lanjut Pengaduan yang 
memerlukan Koordinasi 
dan Sinkronisasi bagi 
perempuan Korban 
Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten. Kota  

65 Layanan 

          55 

     Layanan 

      82 

Layanan 
   149,09 % 

4. Tercapainya 
Koordinasi 
Pelaksana Layanan 
AMPK 

Jumlah AMPK yang 
mendapatkan layanan 

65 Layanan 

55 

 Layanan 

108 

 Layanan 
  196,36%  

Rata- rata   
 136,36% 

 
 

Dari  tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja “Kepala UPTD PPA”  

adalah sebesar 136,36  %  dengan kategori “ Sangat Tinggi/ Sangat berhasil ”. 

 

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Adanya koordinasi yang intens dengan stakeholder 

2. Dukungan dan Kerjasama antar bidang di DPMPPA 

3. Adanya komitmen atasan akan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 

4. Dalam satu kasus bisa dilakukan beberapa layanan. (adanya kasus kedaruratan 

yang mengarah ke ranah hukum sehingga memerlukan pendampingan 

maksimal) 
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Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran untuk 

perencanaan kegiatan anggaran tahun depan serta menyiapkan pelaksanaan 

kegiatan triwulan selanjutnya. 

2. Merevisi target tahunan jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang 

memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan 

kewenangan Kabupaten. Kota dan jumlah AMPK yang mendapatkan layanan. 

C. Capaian Anggaran 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung 

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

Tabel. 2.4 

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025 

 

No Kegiatan 

Pagu 
Anggaran 
Tahunan 

(Rp) 

 
Pagu 

Perubahan 

(Rp) 

Target s/d 
Triwulan III 

(Rp) 

Realisasi 
s/d 

Triwulan 
III 

(Rp) 

% Capaian  
{(6)/(5)*100} 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Penyediaan 
Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi 
Perempuan 
Korban Kekerasan 
Kewenangan Kab/ 
Kota 
 

63.842.000,- 
 
 

55.564.000 41.282.000 29.319.270 71,02 % 

2. Koordinasi 
Pelaksanaan 
Layanan AMPK 

42.483.000 
 

36.399.000 26.749.000 28.530.000 106,66 % 

 Rata-rata 88,84% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III 

adalah sebesar  88,84   %. 



10 Laporan Kinerja Triwulan III “Kepala UPTD PPA “DPMPPA Kota Pekalongan”, 2025 

 

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 

88,84  %. 

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 53,49 %, yang berarti terdapat 

penghematan penggunaan anggaran 

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan di akhir bulan sehingga 

pertanggungjawabannya dilaksanakan di bulan berikutnya. 

b. Beberapa penanganan dilakukan oleh tenaga profesi internal sehingga tidak 

diberikan honorarium. 
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PENELAAH TEKN書S KEB書JAKAN

Dinas Pembe「dayaan Masyarakat’Perempuan, dan Per!indungan Anak

Kofa PekaIongan

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

P項Syuku「 kami panjatkan kehadirat AIIah SWT ka削a ataS limpahan rahmat

dan karuniaNya maka Laporan Kine巾a (LKj) Peneiaah Teknis Keb時kan Triwulan =l

Tahun 2025 dapat diseiesaikan tepat waktu. Laporan Kine巾a (LKj) sebagai bagian da「i

Sistem Akuntab岨as Kine巾a lnstansi Peme軸ah (SAKIP) merupakan saIah satu cara

untuk mew山udkan tata kepeme「intahan yang baik (good govemance),mendo「ong

Peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, danNepotisme

(KKN). Ha=ni sekaIigus bentuk laporan akuntab胴as kepada masya「akat umumnya dan

Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai

komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kine巾a o「ganlSaSI yang berorientasi

Pada hasil yang berupa ouわut maupun outc○mes.

Di sisi yang Iain laporan ln一」uga disusun untuk memberikan gambaran tentang

tingkat keberhasiIan capaian kine巾a seca昭berkaIa daIam pe!aksanaan tugas pokok

fungsi dan kewenangan di dalam pengeIoIaan manajemen kine巾a sebagai bentuk

Pertanggungjawaban kine巧a. Sebagai media akuntabi!itas kine巾a, melaIu=aporan ini

dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kine巾a Penelaah Tek面s Keb桓kan

melaIui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Pe巾anjian Kine巾a Tahun 2025

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

PangkauGoI.冊b

NIP. 19891212 202012 2013
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dan Perlindungan Anak’: 2025



DAFTAR IS書

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI
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BABI

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomo「 54"B Tahun 2020 tentang

Ana看is Jabatan dan Anaiis Beban Ke巾a Pegawai Nege「i Sipil pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pe両ndungan Anak, Pe=elaah Teknis

Keb時kan mempunyai uraian tugas jabatan melakukan kegiatan penelaahan keb桓kan

daiam 「angka penyusunan rekomendasi keb晦kan di bidang kelembagaan masyarakat

dan pemberdayaan masya「akat.

B. St「uktu「 Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan sebagaimana

gamba「 1.1 dibawah in上

Gambar l.1 Struktur O「ganisasi

撤軸$鵬関錐の隅瀬強ま駁

轍§揺曳迅醐蹴すっ蛾翻り踏
輔弼醐髄
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BABII

AKUN丁ABIL書丁AS KINERJA JABA丁AN

A" Pe巾anjian Kiner]a

Pe巾anjian kine巾a me「upakan dokumen yang berisikan penugasan dari

Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi ya=g lebih rendah

untuk meIaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kine巾a.

MeIa!ui pe巾anjian kine巧a,terWujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pembe「i amanah atas kine巾a terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungs主dan wewenang serta sumbe「 daya yang tersedia.

Adapun pe巾a申an kine直PeneIaah Teknis Kebuakan Tahun 2025 adaIah

Sebagai berikut:

Tabei2.1

Pe巾anjian Kine巾a Peneiaah Teknis Keb時kan

Tahun 2025

No �SasaranKegiatan �寄. IndikatorKineria �Target 

1 �TercapainyaPemberdayaan �PersentaseIembaga �100% 

LembagaKemasyarakatanyang �kemasyarakatanyang 

Be「gerakdiBidang �erfas胴asidalam 

PemberdayaanDesadan �Peningkatankapasitasdan 

LembagaAdatTingkatDaerah �dibe「dayakan 

Kabupaten/Kotaserta 

PemberdayaanMasya「akat 

HukumAdatyangMasya「akat 

PeiakunyaHukumAdatyang 

SamadalamDae「ah 

Kabupaten/Kota 

No �SasaranSubKegiatan �lndikatorKinerja �丁a喝et 

1 �TersusunnyaDokumenHasiI �umlahDokumenHasiI �1dokumen 

Penataan,Pemberdayaandan �Penataan,Pembe「dayaan 

PendayagunaanKeIembagaan �anPendayagunaan 

LembagaKemasyarakatan �Kelembagaanしembaga 

Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, �Kemasyarakatan 

Lapom描誼e加7Tfw庇両Tenelaz血Teknis Kebijakan牛`Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

dan Perlindungan Anak’; 2025



Posyandu,LPM,danKarang �Desa/Keiurahan(RT,RW, � 

Ta「una〉,LembagaAdat �PKK,Posyandu,LPM,dan 

Desa/KelurahandanMasyarakat �KarangTa「una〉,Lembaga 

HukumAdat �datDesa/Kelu「ahandan 

asyarakatHukumAdat 

2 �Tertingkatnyakapasitas �umlahLembaga �21embaga 

しembagaKemasya「akatan �Kemasya「akatan 

Desa/KeIurahan(RT,RW,PKK事 �Desa/Kelurahan(RT,RW, 

Posyandu,LPM,danKarang �PKK,Posyandu,LPM,dan 

Ta「una)一LembagaAdat �KarangTaruna〉,Lembaga 

Desa/KeiurahandanMasya「akat �datDesa/Kelu「ahandan 

HukumAdat �MasyarakatHukumAdat 

angDitingkatkan 

Kapasitasnya 

3 �TersusunnyaLaporanHasii �JumlahLaporanHasil �=apo略n 

Fas胴asiPemerintahDesa �Fas胴asiPemerintahDesa 

daIamPemanfaatanTeknoIogi �aIamPemanfaatan 

TepatGuna’ �TeknoIogiTepatGuna 

Lapo耽m焔J]印a描w弛れJ ‘Penelaah Teknis Kebijakan牛.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

dan Perlindungan Anak’: ZO25



B・ Capaian Kin印a

Pengukuran capaian kine巾a PeneIaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 diIakukan

dengan cara membandingkan antara ta「get dengan realisas=ndikato「 kine巾a kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi reaIisasi menu巾ukkan semakin tingginya kine巾a atau

Semakin rendah realisasi menu申kkan makin rendahnya kine巾a,rumuS:

Capaian Indikator Kine垂こ= x lOO%

2. Apabila semakin tinggi reaIisasi menu巾kkan semakin 「endahnya kine巾a atau

Semakin rendah realisasi menu申kkan semakin tingginya kine巾a, rumuS:

CapaianIndikatorKinerja=　軸野[xlOO% 
購患竃重さ容量駁 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

PeniIaian capaian kine巾a untuk setiap indikator kine巾a sasaran sesuai

Permendag「i No・54　Tahun　2010’ menggunakan inte「pretasi peniIaian dengan

Pengukuran dengan skaIa o「dinaI yaitu :

丁abeI2"2PengukurandenganSkalaOrdinaI 

Ska霊蜜ol吋ina事 � �¥p職種i魅蜜櫨Ka膿粗ori 

90.1s.d.Ieb純 � �SangatTingg轟SangatBe巾as軸 

75.1s上d.90 � �Tinggi/Be「hasil 

65.1s.d.了5 �SedanglCuk脚Berhasil 

50書1s、d.65 �罵endah爪寄akB亀山as壬l 

Os.d.50 �SangatRendah/SangatTidakBerhasil 

Adapun capaian kine巧a Pene!aah Teknis Keb時kan Triwulan lI Tahun 2025

Sebagaimana tabeI 2.3 dibawah in上

Tabe12,3

Pengukuran Kine巾a PeneIaah Teknis Keb時kan

Triwu!an冊Tahun 2025

No � �UraianTugas �lndikato「Kinerja �Ta喝et Tahunan �Realisasi ����% Capaian 
-nN ! �丁W 量! �¶N 冊 �丁W iV 

1 �P し K B P �erCaPainya �Persentaselembaga �100% �0 �100 �0 � �100 

embe「dayaan �kemasya「akatanyang 

embaga �erfes冊asidaIam 

emasya「akatan �Peningkatan 

angBe「gerakdi �kapasitasdan 

jdang emberdayaanDesa �diberdayakan 
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BAB!‖

PENU丁UP

A. Kesimpulan

Be「dasa「kan hasii pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa

realisasi capaian kine巾a Penelaah Teknis Keb時kan pada Trtwulan冊adaIah

Sebesa「 62.5% dengan kategori l`Rendah”. Dika「enakan target kine巾a yang iainnya

berada di Triwuian lV.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan pe「encanaan kine巾a dalam kine巾a Pene!aah Teknis Keb桓kan

TriwuIan =l Tahun 2025 adalah sebagai be「ikut:

1・ Penetapan lndikator Kine巾a lndividu yang mengacu pada lndikato「 kine巾a

Organisasi.

Pekalongan,01 Oktober 2025

Mengetahui,

Kabid Kelembagaan Masyarakat Pene!aah Teknis keb桓kan,

N書P. 19891212 202012 201
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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan 

rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Arsiparis Terampil  

TRIWULAN III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) 

sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik 

(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah 

praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan 

akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada 

khususnya bahwa Analis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan 

tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada 

hasil yang berupa output maupun outcomes. 

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran 

tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan 

tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas 

kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja 

Arsiparis Terampil melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada 

Perjanjian Kinerja Tahun    2025 yang telah ditetapkan. 

 

 

        Pekalongan,     
                            Arsiparis Terampil 
 
 
 

        DYA AYU PRAMITHA, A.Md 
                Pengatur Tk. I 
NIP. 19970131 201903 2 002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik  Indonesia Nomor 23 

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas 

Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Pekalongan , Arsiparis Terampil  Triwulan III Tahun 2025 mempunyai 

uraian tugas  jabatan adalah sebagai berikut  : 

1. Membuat dan Menerima Arsip Naskah Dinas/Surat Dalam Rangka Penciptaan 

Arsip 

2. Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif 

3. Melakukan Preservasi Arsip 

4. Mengemas Bahan Pameran Arsip Tekstual dan Virtual 
 

B. Struktur Jabatan 
Struktur organisasi jabatan Arsiparis Terampil sebagaimana 

gambar 1.1 dibawah ini : 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 
 
 

 
 
  
 

KASUBAG	RENVAL	

KEPALA	DPMPPA	

JABATAN	FUNGSIONAL	

SEKRETARIS	DINAS	

KASUBAG	UMPEG	

ARSIPARIS		
TERAMPIL	
/PELAKSANA	
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BAB II 
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 

A. Perjanjian Kinerja 
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Adapun perjanjian kinerja Arsiparis Terampil Tahun 2025 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 
Perjanjian Kinerja Arsiparis Terampil 

Tahun 2025 
 

No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target 
   1 Membuat dan Menerima 

Arsip/Naskah Dinas dalam 
Rangka Penciptaan Arsip 

Jumlah Arsip/Naskah Dinas 
yang tercipta 

600 
Surat/Dokumen 

2 Melakukan Pemberkasan Arsip 
Aktif 

Jumlah Arsip Aktif yang 
diberkaskan 

600 
Surat/Dokumen 

3 Melakukan Perawatan dan 
Pemeliharaan Arsip 

Jumlah Arsip yang 
dipreservasi 

300 
Surat/Dokumen 

4 Melaksanakan tugas-tugas lain 
yang diberikan atasan 

Jumlah tugas-tugas lain yang 
diberikan atasan yang 
dilaksanakan 

24 kali 
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B. Capaian Kinerja 
Pengukuran capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan III Tahun 2025 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi   indikator 
kinerja kegiatan. 

 
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus : 

 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja 

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus 
: 

 
 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai 

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan 

pengukuran dengan skala ordinal yaitu: 

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal 
Skala Ordinal Predikat / Kategori 
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil 
75.1 s.d. 90 Tinggi / Berhasil 
65.1 s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil 
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil 
0 s.d.  50 Sangat Rendah / Sangat Tidak 

Berhasil 

Adapun capaian kinerja Arsiparis Terampil  Triwulan III  Tahun 2025 

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini : 

  

Capaian	Indikator	Kinerja	=	 x	100%	

Capaian	Indikator	Kinerja	=	 x	100%	
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Tabel 2.3 
Pengukuran Kinerja Arsiparis Terampil  Triwulan III Tahun 2025 

 

No Uraian Tugas Indikator 
Kinerja 

Target 
Tahunan 

Target 
Triwulan 

III 
Realisasi 

Triwulan III 
% 

Capaian 
 

1 

Membuat dan 
Menerima 
Arsip/Naskah 
Dinas dalam 
Rangka 
Penciptaan Arsip 

Jumlah 
arsip/naskah 
yang tercipta 

600 Surat/ 
Dokumen 

150 Surat/ 
Dokumen 

150 Surat/ 
Dokumen 100%  

2 
Melakukan 
Pemberkasan 
Arsip Aktif 

Jumlah arsip 
yang 
diberkaskan 

600 Surat / 
Dokumen 

150 Surat / 
Dokumen 

150 Surat / 
Dokumen 100%  

3 

Melakukan 
Perawatan dan 
Pemeliharaan 
Arsip 

Jumlah arsip 
yang 
dipelihara 

300 Surat / 
Dokumen 

75 Surat / 
Dokumen 

75 Surat / 
Dokumen 100%  

4 

Melaksanakan 
tugas-tugas lain 
yang diberikan 
atasan 

Jumlah tugas-
tugas lain 
yang diberikan 
atasan yang 
dilaksanakan 

24 kali 6 Kali 6 Kali 100%  

  Rata-rata Capaian 100% 
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BAB III 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa 

realisasi capaian kinerja Triwulan III Arsiparis Terampil  adalah sebesar 100% 

dengan kategori Tinggi/ berhasil . 
 

B. Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan 

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Arsiparis Terampil Masyarakat  

Triwulan III  Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah 

ditetapkan 

2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja 

organisasi. 

 

Pekalongan, 1 Oktober 2025 
 

                           Mengetahui       
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian         Arsiparis Terampil 
             
 
 
 

  Andi Haryanto, SE               Dya Ayu Pramitha, A.Md  
               NIP. 19750620 199603 2 002       NIP. 19970131 201903 2 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 03 Tahun 2024 tentang 

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama mempunyai uraian 

tugas jabatan adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan Identifikasi; 

2. Pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat; 

3. Melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan 

masyarakat. 

B. Struktur Jabatan 

Struktur organisasi jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat  

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini : 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 
 
 
 



4 Laporan Kinerja Triwulan III “Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama”| 
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025 

5 

BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan 

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan 

tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Adapun perjanjian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Tahun 2025 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat 

Tahun 2025 
 

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 Tersusunnya Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa dengan Pihak 

Ketiga dalam Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa dengan 

Pihak Ketiga dalam 

Kabupaten/Kota 

3 Dokumen 

2 Tersusunnya Laporan Hasil 

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat 

1 Laporan 
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B. Capaian Kinerja 

Pengukuran capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan III 

Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi 

indikator kinerja kegiatan. 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus: 

 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus: 

 
 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 

  Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai 

Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan 

pengukuran dengan skala ordinal yaitu : 

Tabel 2.2  Pengukuran dengan Skala Ordinal 
Skala Ordinal Predikat/Kategori 
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil 
75.1 s.d. 90 Tinggi/Berhasil 
65.1 s.d.75 Sedang/Cukup Berhasil 
50.1 s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil 

        0 s.d.  50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil 

Adapun capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat  Triwulan III 

Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3  dibawah ini : 

 
Tabel 2.3 

Pengukuran Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat 

Triwulan III Tahun 2025 
 

No Uraian Tugas Indikator Kinerja 
Target 

Tahunan 

Realisasi 
% 

Capaian TW I TW II TW III TW IV 

1 Tersusunnya 

Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa 

dengan Pihak Ketiga 

Jumlah Dokumen 

Kerja Sama Antar 

Desa dengan Pihak 

Ketiga dalam 

3 laporan 1 1 1 - 100 

Capaian Indikator Kinerja= x100% 

Capaian Indikator Kinerja= x 100% 



6 Laporan Kinerja Triwulan III “Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama”| 
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025 

 

No Uraian Tugas Indikator Kinerja 
Target 

Tahunan 

Realisasi 
% 

Capaian TW I TW II TW III TW IV 

dalam 

Kabupaten/Kota 

Kabupaten/Kota 

2 Tersusunnya 

Laporan Hasil 

Fasilitasi Bulan 

Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong 

Masyarakat 

1 laporan - - 1 - 100 

 Rata-rata Capaian    100 





https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download






































































https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download




i Laporan Kinerja Triwulan III  Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan 
dan Anak, 2025 

 

 

DAFTAR  ISI 

   

KATA PENGANTAR …………………………………………..……………………………….. i 

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………. ii 

DAFTAR TABEL .……………………………………………………………………………….. iii 

DAFTAR GAMBAR ………………………………….………………………….…………….... iv 

BAB I  PENDAHULUAN ………………………………………….…………….…………….. 1 

 A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ……………………………………… 1 

 B Struktur Jabatan …………………………………………………...………… 1 

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN………………………………………. 2 

 A Perjanjian Kinerja…………………………………………………………… 2 

 B Capaian Kinerja ………………………………………………………………. 2 

BAB III PENUTUP……………………………………………………………………………… 5 

 A Kesimpulan …………………………………………………………………….. 5 

 B Rekomendasi ………………………………………………………………….. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii Laporan Kinerja Triwulan III  Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan 
dan Anak, 2025 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

2.1 Perjanjian Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Tahun 2025 .............................................................................................................................. 2 

2.2 Pengukuran Dengan Skala Orginal ……………………….......................................................... 3 

2.3 Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

 Anak ……………………………………………………………………………………….………………...... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii Laporan Kinerja Triwulan III  Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan 
dan Anak, 2025 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

1.1 Struktur Organisasi ……..……………………………………………………………………………… 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Laporan Kinerja Triwulan III  Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan 
dan Anak, 2025 

 

BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan  

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021  

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.  Penata Kelola 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang P3HAPPA, 

mempunyai tugas melakukan analisis dan telaah kebijakan yang berkaitan dengan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menyusun rekomendasi 

kebijakan.  

B. Struktur Jabatan 

Struktur organisasi jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :  

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 
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BAB II 
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

A. Perjanjian Kinerja  

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Adapun perjanjian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Tahun 2025 

B.  

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 
1 Tercapainya penyelenggaraan layanan 

penerimaan kasus, penyajian data, 
dan case  conferences 

Jumlah dokumen penyelenggaraan 
layanan 

8 dokumen 

2 Tercapainya penyelenggaraan layanan 
pendampingan hukum 

Jumlah dokumen penyelenggaraan 
layanan 

8 dokumen 

 

B. Capaian Kinerja  

Pengukuran capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan 

antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan. 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus: 

 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan 

Capaian Indikator Kinerja =     x 100% 
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rumus : 

 

 

 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai 

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan 

pengukuran dengan skala ordinal yaitu: 

Tabel 2.2 
Pengukuran dengan Skala Ordinal 

 
Skala Ordinal Predikat / Kategori 
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil 

75.1 s.d. 90 Tinggi / Berhasil 

65.1 s.d.  75 Sedang / Cukup Berhasil 

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil 

0 s.d.  50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil 

Adapun capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini : 

Tabel 2.3 
Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

s.d. Triwulan III Tahun 2025 
 

No 

Sasaran sub Kegiatan 
 Indikator 

Kinerja 

Target 
tahuna

n 

Target Realisasi % 
Capai

an 
 

TW 
I 

 
TW 

II 

 
TW 
III 

 
TW 
IV 

 
TW 

I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

1 Tercapainya 
penyelenggaraan 
layanan penerimaan 
kasus, penyajian data, 
dan case  conferences 
  

Jumlah 
dokumen 
penyelengg
araan 
layanan  

8 
dokume

n  

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

               
- 

 
 -  

          
-    

 
100% 

2 Tercapainya 
penyelenggaraan 
layanan pendampingan 
hukum 

Jumlah 
dokumen 
penyelengg
araan 
layanan 
  

8 
dokume

n 

- - - 8 - - -  - 100% 

Rata-rata Capaian 100% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penata Kelola 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan  kategori  "Berhasil”. 

Capaian Indikator Kinerja =     x 100% 
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Catatan: 

Kegiatan yang dilakukan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

dalam Triwulan III adalah: Pelayanan penerimaan pengaduan/laporan, 

penjangkauan korban, pemberian informasi tentang hak korban, fasilitasi layanan 

Kesehatan, psikologi, hukum, penampungan sementara, menginput data kekerasan 

UPTD PPA, dan SIMFONI Kemen PPA. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan  

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021  

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.  Pekerja Sosial, 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan 

Anak (P3HAP2A), mempunyai tugas melakukan kegiatan home visit dan asesmen, 

serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan pelayanan Anak 

Memerlukan Perlindungan Khusus dan Perempuan Korban Kekerasan. 

B. Struktur Jabatan 

Struktur organisasi jabatan Pekerja Sosial, sebagaimana gambar 1.1 

dibawah ini :  

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 
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BAB II 
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

A. Perjanjian Kinerja  

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Adapun perjanjian kinerja Pekerja Sosial pada Tahun 2025 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 
Perjanjian Kinerja Pekerja Sosial 

Tahun 2025 
B.  

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 Terlaksananya kegiatan home 
visit dan asesmen bagi Anak 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus pada layanan UPTD PPA 
sesuai dengan ketentuan 

Jumlah kegiatan home visit dan 
asesmen kebutuhan pada 
layanan Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus 

1 Kegiatan 

Waktu penyelesaian laporan 
hasil asesmen kebutuhan pada 
layanan Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus 

8 Bulan 

2 Terlaksananya kegiatan home 
visit dan asesmen bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 
pada layanan UPTD PPA sesuai 
dengan ketentuan 

Jumlah kegiatan home visit dan 
asesmen kebutuhan pada 
layanan Perempuan Korban 
Kekerasan 

1 Kegiatan 

Waktu penyelesaian laporan 
hasil asesmen kebutuhan pada 
layanan Perempuan Korban 
Kekerasan 

8 Bulan 

3 Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan 
pelayanan bagi Perempuan 

Jumlah kegiatan monitoring dan 
evaluasi layanan Perempuan 
Korban Kekerasan 

1 Kegiatan 
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No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target 

 Korban Kekerasan di UPTD PPA 
sesuai dengan kebutuhan 

Waktu penyelesaian laporan 
kegiatan monitoring dan 
evaluasi layanan Perempuan 
Korban Kekerasan 

8 Bulan 

4 Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan 
pelayanan bagi Anak 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus di UPTD PPA sesuai 
dengan kebutuhan 

Jumlah kegiatan monitoring dan 
evaluasi layanan Anak 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus 

1 Kegiatan 

Waktu penyelesaian laporan 
kegiatan monitoring dan 
evaluasi layanan Anak 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus 

8 Bulan 

 

B. Capaian Kinerja  

Pengukuran capaian kinerja Pekerja Sosial Triwulan III Tahun 2025 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator 

kinerja kegiatan. 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus: 

 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan 

rumus : 

 

 

 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai 

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan 

pengukuran dengan skala ordinal yaitu: 

 

 

Capaian Indikator Kinerja =     x 100% 

Capaian Indikator Kinerja =     x 100% 
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Tabel 2.2 
Pengukuran dengan Skala Ordinal 

 
Skala Ordinal Predikat / Kategori 
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil 

75.1 s.d. 90 Tinggi / Berhasil 

65.1 s.d.  75 Sedang / Cukup Berhasil 

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil 

0 s.d.  50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil 

Adapun capaian kinerja Pekerja Sosial Triwulan III Tahun 2025 

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini : 
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Tabel 2.3 
Pengukuran Kinerja Pekerja Sosial 

s.d. Triwulan III Tahun 2025 
 

No Sasaran sub Kegiatan 
Indikator 

Kinerja 
Target 

tahunan 

Target Realisasi 

% 
Capaian 

 
TW 

I 

 
TW 

II 

 
TW 
III 

 
TW 
IV 

 
TW 

I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

1 

Terlaksananya kegiatan 
home visit dan asesmen 
bagi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus 
pada layanan UPTD 
PPA sesuai dengan 
ketentuan  

Jumlah 
kegiatan 

1 
Kegiatan  

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
-              

 
 -  

          
-    

 
100% 

Waktu 
penyelesaian 

8 Bulan - 2 3 3 - - - - 100% 

2 

Terlaksananya kegiatan 
home visit dan asesmen 
bagi Perempuan 
Korban Kekerasan pada 
layanan UPTD PPA 
sesuai dengan 
ketentuan 

Jumlah 
Kegiatan 

1 
Kegiatan 

- - - 1 - - -  - 100% 

Waktu 
penyelesaian 

8 Bulan - 2 3 3 - - - - 100% 

3 

Terlaksananya 
monitoring dan 
evaluasi 
penyelenggaraan 
pelayanan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan di UPTD PPA 
sesuai dengan 
kebutuhan 

Jumlah 
kegiatan 

1 
Kegiatan 

- - - - - - - - 100% 

Waktu 
penyelesaian 

8 Bulan - 2 3 3 - - - - 100% 

4 

Terlaksananya 
monitoring dan 
evaluasi 
penyelenggaraan 
pelayanan bagi Anak 
Memerlukan 
Perlindungan Khusus di 
UPTD PPA sesuai 
dengan kebutuhan 

Jumlah 
kegiatan 

1 
Kegiatan 

- - - - - - - - 100% 

Waktu 
penyelesaian 

8 Bulan - 2 3 3 - - - - 100% 

Rata-rata Capaian 100% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pekerja Sosial 

dengan  kategori  "Berhasil”. 

Catatan bagi Pekerja sosial untuk capaian kinerja triwulan III saat ini berfokus 

pada penyelenggaraan pelayanan : Pelayanan Penerimaan Laporan/Pengaduan, 

Penjangkauan Korban, Pemberian Informasi tentang Hak Korban, Fasilitasi Layanan 

Kesehatan, Fasilitasi Layanan Psikologis & Psikososial, Fasilitasi Penyediaan Layanan 
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Hukum, serta Fasilitasi Kebutuhan Penampungan Sementara untuk Korban. Sehingga 

realisasi sesuai dengan target dan terlaksana dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak Memerlukan Perlindungan 

Khusus. 
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